


ABSTRAK

Bantuan Huekum bagi tersangka atau terdakwa merupakan wupud dan
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana, dalam rangka
untuk menciptakan proses hukum yang adil fdiee process af law). Setiap tersangka
alau terdakwa yang dalam pemerikaaonn disemua tingkat schubungan dengan
perkara pidana berhak mendapatkan hantuan hukum, Seperti yang dimanatkan
Pazal 54 KUHAP. Babkan schelun dilakukan pemeriksaan petugas pemeriksa
wajib memberitabukan aken bakoya untuk didemping Penaschat Fukum {Pasal
114 KUMAP)  Kewajihan  pejahat  disemua tingkal  pemeriksaan untuk
menyediakan  Peneschat bukum hagi tersangka atau terilnkwa  lebih langu
ditepaskan dalam Pasal 36 KUHAP. Ruang lingkup penulisan dan pembahazom
hanva pada tingkal Penyidikan, sebal pada tingkat pemeriksaan inilah
kemungkinan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia Khususnya lersangka
dikarenakan adanya kewenangan dari penyidik untuk menggugakan upaya-upaya
paksa. Disisi lain pada tingkal pemeriksaan penyidikan inilah merupakan perbang
alan titik tolak darl pengunpgkapan suntu tindak pidana yang tegadi, sebab
Penentut wmum dalam membuat dan menyusun sural dakwann harus sinkron
dengan hasil pemeriksaan di tinghkat penyidikan yang termual dalam Berila Acarn
Pemeriksaan (BAP). Pokok bahasan dalam penulisan tesis im adalah pelaksanann
nantuan hukum kepada tersangka sehagaimana yang diamanatksan Pasal 114 jo
Pasal 36 KUHAP. Melode penelian vang dipakai adaloh penelitian Tnikuim
emperis yaitu suatu penclitian pendekatan masalah melalui peraturan dan tears
yang ada kemudian menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakea i
lapanpan, Pelaksansan Pembenan Paniuan bukum bagi tersanpka di tingkat
pemeriksaan Polresta Bukitiinggs secara formal telah terlaksana schapgaimana
yang dismanatkan oleh EUNAP, akan letapi secara materil masih belum
terlaksana secara maksimal. Hal ind terbukii setiap akan dilakukan pemeriksann
terhadap tersangka petugaspenyidik selalu memberitahukan akan hakova untuk
didampingi oleh adfvokat, akan tetapi kenyalamnya masih ada lersangka menolak
untuk didampingi oleh advakal dalam pemeriksaan dimaksud. Maka dalam hal im
akan dibual surat permyvatnan dari lersanpka tentang penolakanmya untuk
didampingi oleh advokat dalam pemeriksasn it Persoalan ini timbul karens
Letentuan Pasal 36 KUHAP  kurang jelas dan diskriminatif, Sebab Pasal 36
KULAD tersebut menentukan adanya kewajiban bagi Pejubat di setiap lingkat
pemeriksaan untuk menyediokan penaschal hukum bagi tersangka yang diancam
hukuman mati, penjara seamur hidup dan penjara lima tahun ke atas yang tidak
mempunyai penasehat bukum sendicd, tapi tidak ditkuti dengan sanksi apabila
ketentuan ity tidak dipenubi, dan bagaimana pula kalau ancaman pidananya 5
tahun ke ahawah, Olerh karena itu untuk mewujudkan perlindungan TTak Asasi
Manusia di bidang hukum khususnya tersangka sccara merata demi uniuk
lercapainya proses hukum yang il felwe process of law), ketentuan Pasal 36
KUTIAD khususnya periu dirubah.



BARI
PENDANULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah

Proses  tumbuh  dan berkembangnya  hukwn  nasional  paseca
kemerdekaan Indonesin hingga kim dilandar dengan tidak banya tumbuh dan
kembanpnya  pronata-pranala hukom sera semakin cunggilinya pengaturan
perbapai bidang sosial oleh bukam, akan telapi juga lerfihal pada tindakan lain
vaite yane berwujud pada perubahon-perubahan vang lebibh paradikiatik
yang menpandunp di dalamnya dimensi-dimensi ideologik. Perkembangan
vang terus mencrus dilaksanakan umok mewnjudkan wajuan nasional seperti
yang dimaksudkan  dalam  pemmbukaan Undasg-Undang  Dasar 1945
berkonsckwenst  disatu pihak terjadinya perobaban-perubahan di dalam
kehidupan masyarakat, <1 lain pihak  semakin mengedepankan peran hukum.
Dengan kata lain semakin terlibatnya pejala penctrasi bukome ke dalam
masyarakat vang semakin meningkal. Namun  demikian mlensilas serla
kesibukan dalam upeya untuk menyusun suatu telanan kehidupan yang barg
di Indonesia melalui pembangunan alaw modernisasi, emyala memberikan
penrgaruh terhadap dunia bukum.,

Pentertiban bukum  yang semakin aktil ke dalam  permasalahan-
permasalaban vang  menyangket  perubaban sosial Justru menwmeulkan
permasalahan yanp mengarahkan pada pembangunan hukum secara sadar dan
aktil schapai sarana untuk dapat menyusun fata kehidupam yvang ban tlersebut.

Flal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek



legitimasinya mavpun aspek keefektifan péncrapannya, Dengan demikian
permasalahan yang muncul tersebut bergeser dari bagaimana pengaturan i,
sehingga dalam masyarakat akan timbul efck-efek seperli yang memung
dikehendaki oleh bukum.

Apabila dikaji perubahan-perubaban paradikmatik seperli disebutkan
di atas, pada dasamya merapakan konsekwensi davi konstelosi nilai sebagai
kerangka acuan bagi upaya-upaya untuk pembentuikand an pemboloaruan
politik hukum pasional. Sebagai diskripsi seeara historik dapat dilihal pada
peranan  rekavasa politik (lerulama pada masa-masa awal kemerdekany,

1

pradigma negara hukum frechisstoet) tenilama pada demokrasi Parfementer,
konsep hukum sebagai alal revolost pada masa Demokrasi terpimpin, maupun
kontrukst hukum  pada maba pemerintaban Orde Bar vang dikonsepkan
sebapai sarana unluk memperaleh keadilan, |

Dalam kerangka pradigma vang terakbic di atas, Konsep Garis-Garis
Besar Haluan Mepara (GB1IN) talun 1988 dan 1992 dengan jelas meletakkan
salu pemikiran yang inendasar, balvwa Kepastion dan Ketertiban Flukum yang
berintikan keadilim dan kebenaran perlu ditingkatkan,” Berkaitan denpam hal
i, dalam Konsep Delapan jalur pemerataan, misalnva pemerataan keadilan,
Dalin krangka yang  demikian ini gerakan-perakan yang berwalakkan
emansipasi seperti Bantuan Hukum dan TPenyuluhan-penyuluban ukum dapa

dipandang sebagai upaya lanpgsuny viluk mewujudkan prodipma di atas.

' Bambang Sunggono dan Aries Harianto., Banaean Bulas die Hek Asasi Mannsis,
Mundar Maju, Bandung, 2001, hal. 2.



- BARl IV
PENTTILP
A Kesimpulan
Ada buberapn kesimpulan yang dapat dismbib dari pembabason sehelnmnys
yanp  quga merupakan jowaban dart Permasalihom v cliibnakan Talam
pembabasan ini. yailo ;
I Pada dasamya penpaturan pemberian bantoan bukum pada pemeriksaan i
tnpgkat  penyidikon perle cdimmandemen,  sehab landssan Bokom
pelaksanaan bantusn hukum yailo Pasal 1 jo Pasal 36 KUTTAL, masih
[
menimbulkan penasalahan bukwm, antara fain, apabila hal tersehot telak
dipenuhi pada tingkatl penyidhikan maka sanksi untuk o tdak ada, disisi
tain Pasad 56 KA ini menckonkan sehagai Lewajibom padda penvidik.
sermentarn bapd lersanpka schapai bak
2 PMelaksanann pemberinn bontuan bokome Baei tersangkn 80 Delyesen
Hllkil“!'l__l!l-:'j. secara formal 1l |‘!I_"T_i:1|'r'||| SESLI [i".‘f’l;;-':lf'l yang i
amanalikan olell Pasal 56 jo Pasal 114 KUTIAP, tapi seeara materi] belim,
bl ing derbukin sctinp dilakokan pemerikzsan rersoogka selal
diberitahubkan akan haknya atau wajiby ek didampingi Advakal, skan
letapi masihe ada weesangka vang tdak mempersomakan haknya it ol
tidak man didampingi oleh advokat denpan herbagai alason misalnva akan
mempersulit jalannya pemeriksamn, tidak sangeop membavarnya, ok
tabnr sama sckali guna penascehal Tnkom dan sebagainya, Talam hal ini

lersangka membuoal surat pernyataan, Disamping o, apabils terzanpka
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